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Abstrak

Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn menunjukkan bahwa meskipun pelaku tindak pidana
perdagangan orang terhadap anak telah dijatuhi hukuman, hak-hak korban anak belum sepenuhnya
terlindungi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Praktik perlindungan anak dalam
putusan tersebut masih belum menyentuh aspek pemulihan korban, sedangkan, negara seharusnya
menjamin hak atas rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban sebagaimana diatur dalam Pasal
51 dan 52 UU No. 21 Tahun 2007. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan
hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang dan menilai aspek perlindungan
yang belum terpenuhi dalam putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif
dengan studi terhadap tiga putusan pengadilan dan analisis bahan hukum secara deskriptif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban anak mencakup aspek
preventif, kuratif, rehabilitatif, dan reintegratif, namun implementasinya dalam Putusan Nomor
1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn belum maksimal karena tidak mengakomodasi pemulihan korban,
seperti restitusi, layanan medis, serta pemulihan psikologis. Kesimpulannya, putusan ini
menunjukkan adanya kekosongan perlindungan hukum bagi korban anak dan belum mencerminkan
prinsip non-viktimisasi serta keadilan restoratif. Oleh karena itu, disarankan agar aparat penegak
hukum memastikan bahwa putusan tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga
mengakomodasi hak-hak korban secara menyeluruh sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana, Perdagangan Orang.

Abstract

Decision Number 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn shows that although the perpetrator of the crime of
human trafficking involving children has been sentenced, the rights of the child victim have not been
fully protected as mandated by Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of
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Indonesia, Law Number 23 of 2002 on Child Protection, and Law Number 21 of 2007 on the Eradication
of the Crime of Human Trafficking. The practice of child protection in this decision has not yet addressed
the aspect of victim recovery, whereas the state is obligated to ensure the right to rehabilitation and
social reintegration for victims as stipulated in Articles 51 and 52 of Law No. 21 of 2007. This study aims
to analyze the form of legal protection for children who are victims of human trafficking crimes and to
assess the aspects of protection that remain unfulfilled in the said decision. The method used is
normative juridical by examining three court decisions and analyzing legal materials descriptively. The
results indicate that legal protection for child victims includes preventive, curative, rehabilitative, and
reintegrative measures. However, the implementation in Decision Number 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn
remains inadequate as it fails to accommodate victim recovery, such as restitution, medical services,
and psychological rehabilitation. In conclusion, this decision reveals a gap in legal protection for child
victims and does not reflect the principles of non-victimization and restorative justice. Therefore, it is
recommended that law enforcement authorities ensure that court decisions not only focus on punishing.

Keywords: Legal Protection, Children, Criminal Act, Human Trafficking

1. PENDAHULUAN

Setiap orang memiliki hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup
dan kehidupannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan terhadap anak ditegaskan
dalam Pasal 28B ayat (2) yang mengatur “bahwa setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi”. Hak-hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi
manusia yang harus dijamin keberlangsungannya oleh negara melalui regulasi dan
kebijakan, termasuk upaya perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi.

Pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungan anak terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya
Pasal 59 yang menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan
khusus kepada anak dalam situasi tertentu, termasuk anak korban tindak pidana
perdagangan orang. Perdagangan anak sebagai bagian dari tindak pidana
perdagangan orang telah menjadi kejahatan lintas negara yang tidak hanya
merampas kebebasan seseorang, tetapi juga merendahkan martabat kemanusiaan.2

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan

orang lebih terfokus pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

1Erdianti, Ratri Novita. Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, UMMPress, Malang,
2020, him. 13.

2 Junaidi, Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan
Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, him. 22
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tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 1 ayat 5,
"Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak
yang masih dalam kandungan”. Definisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan
hukum terhadap anak sudah dimulai bahkan sejak masa sebelum kelahiran,
mengingat keterbatasan anak untuk melindungi dirinya sendiri.3 Situasi ini
menimbulkan keharusan adanya upaya nyata negara untuk menjamin hak-hak anak
tetap terlindungi dari ancaman perdagangan manusia.

Upaya perlindungan hukum yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2007 bertujuan memberikan perlindungan maksimal kepada korban,
khususnya anak, dari berbagai bentuk eksploitasi. Sejalan dengan itu, keberadaan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memperkuat aspek
perlindungan melalui pemberian hak atas bantuan hukum, restitusi, serta dukungan
psikososial kepada korban. Meskipun demikian, peraturan-peraturan lain tersebut
tetap diposisikan untuk mendukung implementasi perlindungan hukum dalam
kerangka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang sebagai fokus utama.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Keterbatasa Kebsrua

N Penulis Judul Fokus dan n/GAP Rencana (Novelt
o dan Penelitian Temuan dalam Penelitia )yan y
‘| Tahun | Terdahulu Utama Penelitian | nBaru yang
Ditawar

Terdahulu Kan

Menunjukkan | Fokus masih | Mengkaji | Fokus
bahwa praktik | umum, tidak | perlindun| pada
perdagangan mengkaji gan korban

orang, secara hukum anak

Dhea Aulia Upaya
1| M. Purba | Perlindungan
(2021)4 Hukum T

3 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2015, him. 42,

4 Purba, Dhea Aulia M. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak
Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari UU No.: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang." PhD diss, Universitas Quality, 2019.
http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/143/
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Kebarua
Keterbatasa n
N Penulis Judul Fokus dan n/GAP Rencana (Novelty
o dan Penelitian Temuan dalam Penelitia ) yang
‘| Tahun Terdahulu Utama Penelitian | nBaru .
Terdahulu Ditawar
kan
erhadap | terutama anak | spesifik pada | bagi anak | secara
Korban dan korban anak | korban | spesifik
Tindak Pidana| perempuan, | melaluistudi|perdagan| dan
Perdagangan | masih marak; kasus gan orang |pembaha
Manusia perlindungan putusan melalui san
Ditinjau dari | hukum sudah | pengadilan. | analisis |langsung
UUNo. 21 | diatur, namun yuridis |terhadap
Tahun 2007 | belum efektif. terhadap | impleme
Faktor satu ntasi
penyebab: putusan | hukum
kemiskinan, pengadila| melalui
pendidikan n. putusan
rendah, dan PN
lemahnya Medan
penegakan Tahun
hukum. 2023.
Memaparkan Mengang
modus kat
perdagangan | Belum fokus | Fokus |perlindun
anak secara pada studi pada gan
online melalui putusan | perlindun| korban
Perlindungan| mediasosial | pengadilan; gan anak
Hukum dengan celah tidak hukum | dalam
Narita Terhadap hukum menganalisis| anak tindak
5 Angga | Anak Korban | perlindungan | peran aparat | korban | pidana
Riyantari | Tindak Pidana| yang belum penegak dalam |perdagan
(2022)5 | Perdagangan rinci. hukumdan | proses gan
Orang Secara| Menyoroti | hakimdalam | hukum | dengan
Online kurangnya melindungi dan pendekat
regulasi dalam| korban anak | putusan an
menangani secara pengadila| yuridis
perdagangan konkret. | nterkini. |[dan studi
anak berbasis putusan
digital. aktual.

5 Riyantari, Narita Angga. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak
Pidana Perdagangan Orang Secara Online.” PhD diss., Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, 2016. https.//etd.umy.ac.id/id/eprint/26237/
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6 Pepayosa, Reza.”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban TPPO Menurut UU
di Indonesia (Putusan No. 71/Pid.B/2014/PN.Crp)”. PhD diss., Universitas Sumatera Utara,

2015. https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/7110

7 Nababan, Kardopa. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 149/PID. SUS/2015/PN.
Universitas

Tembilahan).”

PhD

diss.,

https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/18769
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Kebarua
Keterbatasa n
N Penulis Judul Fokus dan n/GAP Rencana (Novelt
o dan Penelitian Temuan dalam Penelitia ) yan y
‘| Tahun Terdahulu Utama Penelitian | nBaru yang
Ditawar
Terdahulu
kan
Pendekat
an
Menganal | kekinian
: isis terhadap
Menunjukkan . ; .
bahwa faktor Stud;/ grl:;usan pergl;:r:jun pergl;;r(]jun
Perlindungan ekonomldan dianalisis hukum | korban
sosial
Hukum . tergolong korban anak
mendasari
Terhadap teriadinva lama (tahun anak |berdasar
Reza Anak Korban or dja anyan 2014) dan | berdasar | kan UU
TPPO P gang belum kan No. 21
3| Pepayosa anak. Putusan
Menurut UU . menggunakan| putusan | Tahun
(2015)¢8 . . hakim ) )
di Indonesia perspektif |pengadila| 2007
menggunakan .
(Putusan No. Pasal 2 io regulasi | nterbaru | dengan
71/Pid.B/201 19 1 terkiniserta | (2023) | studi
Pasal 17 UU .
4/PN.Crp) perbandingan| dengan kasus
No. 21 Tahun erlindungan| pendekat | aktual
2007 dan Pasal| P ganp
55 KUHP anak. an dan
' kompreh | perbandi
ensif. ngan
regulasi
terbaru.
Analisis Menjelaskan |Menggunakan| Meninjau [Menggun
Yuridis bahwa TPPO uu hukum akan
Perlindungan| melanggar |Perlindungan| pidana | hukum
Kardopa Hukum HAM anak. | Anak sebagai (Uu pidana
4| Nababan Terhadap Hakim fokus utama, |21/2007) | sebagai
(2016)7 | Anak Korban | menjatuhkan belum dan basis
TPPO putusan mengkaji | pendekat | utama
(Putusan No. | berdasar Pasal | perlindungan an dalam
149/Pid.Sus/| 76F jo. Pasal darisisi  |perlindun|menganal

2016.
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Kebarua
Keterbatasa n
N Penulis Judul Fokus dan n/GAP Rencana (Novelty
o dan Penelitian Temuan dalam Penelitia ) yang
‘| Tahun Terdahulu Utama Penelitian | nBaru .
Terdahulu Ditawar
kan
2015/PN.Tem| 83 UU No. 35 hukum gan ISiS
bilahan) Tahun 2014. | pidanadalam| korban |perlindun
Soroti UU No. 21 anak |gananak
hambatan dan| Tahun 2007.| dalam | korban
penyebab proses TPPO
perdagangan hukum | melalui
anak. formal. studi
putusan
baru.
Fokus [Memberi
Menjelaskan pada kan
bentuk anak analisis
perlindungan sebagai | khusus
hukum Fokus pada | korban |terhadap
Konsep terhadap korban TPPO dan |perlindun
Perlindungan perempuan | perempuan, | mengulas |gan ana_k
Hukum korban belum secara | sebagai
Alfinul Terhadap perdagangan membahas_ mendala | korban
5| Syahrin | Perempuan or%nglz] yang arllalr sebagi](al Imd perdagan
elum elompok |perlindun| gan
(2019)° ﬁgﬁﬁ?uzpupl? maksimal. rent_an lain; gan orang
No. 21 Tahun Mengulas tidak dalam denga.n
' 2007 hambatan mengulas proses |mengaitk
implementasi | studi kasus | peradilan an
dan perlunya spesifik. berdasar | praktik
pendekatan kan dan teori
berbasis putusan | hukum
gender. pengadila| secara
n terkini. {langsung.

Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak korban

tindak pidana perdagangan orang tidak hanya mendapatkan pengakuan hukum atas

8 Syahrin, Alfinul. "Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban
Perdagangan Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." PhD diss., Universitas Malikussaleh,

2024. https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/6116/
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hak-haknya, tetapi juga memperoleh layanan pemulihan fisik dan psikis secara
menyeluruh.® Bentuk perlindungan ini meliputi pemberian bantuan medis,
pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, hingga reintegrasi ke dalam
lingkungan masyarakat. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan aktif memberikan perlindungan,
pendampingan, dan pemulihan kepada anak korban, sebagaimana diatur dalam
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.10

Namun, penerapan perlindungan hukum terhadap korban anak masih belum
berjalan maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor
1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn, di mana perlindungan hukum bagi korban anak tidak
diuraikan secara memadai dalam pertimbangan maupun amar putusan. Padahal,
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara tegas mengamanatkan perlunya
pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak korban, terutama korban yang
masih anak-anak, sebagai bagian dari upaya pemulihan keadilan.

Kurangnya perhatian terhadap perlindungan anak korban dalam putusan
tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 di lapangan. Hal ini menjadi cerminan bahwa belum semua
aparat penegak hukum menginternalisasi kewajiban untuk mengedepankan hak-
hak korban dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang. Padahal,
memberikan perlindungan hukum kepada anak korban bukan hanya kewajiban
moral, tetapi juga perintah konstitusional dan normatif yang sudah diatur dalam
peraturan perundang-undangan nasionalll Maka, perlu dilakukan analisis

mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban anak terhadap

9 Ardin, Andi Jefri, dan Beniharmoni Harefa, "Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak
Pidana Perdagangan Orang." Jurnal Suara Hukum 3, no. 1 (2021): 174-196. Diakses tanggal
21 Juni 2025. DOI: https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p174-196

10 Waluyo, Bambang. Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika,
Jakarta, 2022, him. 37.

11 Fadilla, Nelsa. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban
Tindak Pidana Perdagangan Orang." Jurnal Hukum dan Peradilan 5, no. 2 (2016): 181-194.
Diakses tanggal 21 Juni 2025.
https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/vi
ew/36
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tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
dan mengapa dalam Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn tidak memuat

perlindungan hukum terhadap korban anak.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan
pendekatan kasus (case approach). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis.
Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan
perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur
hukum, jurnal, artikel), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).
Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library
research), dengan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang relevan. Analisis
bahan hukum dilakukan secara deskriptif yuridis normatif, yaitu dengan
mengorganisir dan menginterpretasikan data hukum secara sistematis untuk

menjawab permasalahan yang diteliti.

3.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Anak Terhadap Tindak
Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undangan Nomor 21 Tahun
2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perlindungan hukum bagi korban anak dalam tindak pidana perdagangan
orang merupakan aspek krusial dalam sistem hukum modern, mengingat
kerentanan anak dan dampak traumatik dari kejahatan ini.12 Indonesia, sebagai
negara pihak pada berbagai konvensi internasional, telah mengadopsi pendekatan
komprehensif dalam kerangka hukum nasional untuk melindungi anak-anak dari

eksploitasi dan memberikan mereka keadilan serta pemulihan.13 Uraian berikut

12 | efaan, Vilta Biljana Bernadethe, dan Yana Suryana. Tinjauan Psikologi Hukum
Dalam Perlindungan Anak. Deepublish, Yogyakarta, 2020, him. 33.

13 Aqgsa, Alghiffari. Mengawal Perlindungan Anak Berhadap dengan Hukum:
Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta untuk Anak Berhadapan dengan
Hukum. Jakarta Legal Aid Institute, Jakarta, 2012, him. 22.
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akan menjelaskan secara mendalam mengenai perlindungan hukum tersebut,

berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan praktik di lapangan.

1. Dasar Hukum dan Definisi Komprehensif

Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan
orang di Indonesia diatur secara komprehensif, terutama dalam Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

(UU PTPPO). Undang-Undang ini menjadi landasan utama yang menegaskan bahwa

perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan dan pelanggaran serius

terhadap hak asasi manusia, khususnya ketika melibatkan anak-anak yang berada
dalam posisi sangat rentan.

a. Pasal 1angka 1l UU PTPPO mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan
"perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
penerimaan seseorang dengan cara-cara seperti ancaman kekerasan,
penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan, penjeratan utang, atau memberikan bayaran atau manfaat, untuk
tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.” Definisi ini sangat
luas dan mencakup berbagai modus operandi kejahatan ini.

b. Pasal 1 angka 5 UU PTPPO secara tegas mendefinisikan anak sebagai "individu
yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.” Kriteria
usia ini menjadi sangat penting karena anak-anak, secara inheren, memiliki
kerentanan fisik, mental, dan emosional yang jauh lebih tinggi dibandingkan
orang dewasa. Oleh karena itu, ketika anak menjadi korban perdagangan orang,
UU PTPPO menegaskan bahwa unsur "cara" seperti ancaman atau kekerasan
tidak perlu dibuktikan. Cukup dengan membuktikan adanya proses
(perekrutan, pengangkutan, penampungan, dil.) dan tujuan eksploitasi, tindak
pidana perdagangan orang sudah dapat ditetapkan. Ini adalah bentuk
perlindungan khusus yang mengakui posisi rentan anak dan menghindari

beban pembuktian yang terlalu berat bagi korban.

Jurnal llmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/

GCo)
o

universitas
MALIKUSSALEH


https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn)

Army Damayanti, Sumiadi, Muhammad Nur

Vol. 8 No. 3, (Agustus) 2025

c. Eksploitasi terhadap anak dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk yang
merusak harkat dan martabat mereka, antara lain4:
1) Pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya.
2) Kerja atau pelayanan paksa yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.
3) Perbudakan atau praktik serupa perbudakan yang merampas kebebasan.
4) Penindasan dan pemerasan yang mengancam psikologis anak.
5) Pemanfaatan fisik, seksual, atau organ reproduksi.
6) Secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ
dan/atau jaringan tubuh.

2. Sanksi Pidana yang Tegas bagi Pelaku

UU PTPPO juga mengatur sanksi pidana yang sangat tegas bagi pelaku
perdagangan orang, mencerminkan keseriusan negara dalam memberantas
kejahatan ini dan memberikan efek jera.

a. Ancaman Pidana Pokok: Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO menyatakan bahwa "setiap
orang yang melakukan tindakan perdagangan orang dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda
paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

b. Pemberatan Pidana: UU PTPPO juga mengenal pemberatan pidana jika kejahatan
dilakukan dengan melibatkan anak, mengakibatkan luka berat, kematian, atau
jika pelaku adalah aparat penegak hukum. Pemberatan ini menunjukkan
komitmen untuk melindungi kelompok yang paling rentan.

3. Hak-Hak Korban dan Mekanisme Perlindungan

Salah satu pilar utama perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan
orang adalah pengakuan dan pemenuhan hak-hak korban, yang diatur secara rinci
dalam Pasal 48 hingga Pasal 53 UU PTPPO. Mekanisme perlindungan ini tidak hanya
berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi

korban.

14 Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, him. 49.

Jurnal llmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/



https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/

Jurnal llmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)
E-ISSN: 2798-8457
Volume 8, Nomor 3, Agustus 2025

Kerahasiaan Identitas: Korban berhak untuk mendapatkan identitas yang
dirahasiakan guna mencegah stigmatisasi dan reviktimisasi.

Perlindungan Fisik dan Psikologis: Ini adalah hak fundamental yang mencakup
pemulihan dari trauma fisik dan psikologis akibat eksploitasi.

Bantuan Medis, Psikologis, dan Sosial: Korban berhak mendapatkan akses
layanan kesehatan, konseling psikologis, dan dukungan sosial untuk
memulihkan kondisi mereka.

Penghapusan Biaya dalam Proses Hukum: Korban tidak boleh dibebani biaya
dalam proses hukum, memastikan akses terhadap keadilan.

Restitusi dari Pelaku: Korban berhak menuntut ganti rugi (restitusi) dari pelaku
atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita.

Kompensasi dari Negara: Dalam kondisi tertentu, korban berhak mendapatkan
kompensasi dari negara jika restitusi dari pelaku tidak dapat dipenuhi.
Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial: Ini adalah tahap krusial untuk membantu
korban kembali ke masyarakat, termasuk pemulihan nama baik dan penyiapan
keterampilan hidup. Pasal 51 Ayat 1 UU PTPPO secara spesifik menyatakan
bahwa korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial,
pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan
mengalami penderitaan fisik maupun psikis.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di

Indonesia mencakup beberapa tahapan yang terintegrasi:

a.

Pencegahan: Pemerintah, melalui lembaga-lembaga terkait, melakukan
sosialisasi, edukasi masyarakat tentang bahaya perdagangan orang, serta
peningkatan pengawasan terhadap jalur-jalur potensial terjadinya
perdagangan orang (misalnya, perbatasan, daerah rawan, dan platform
online).15

Perlindungan dan Pemulihan: Tahap ini difokuskan pada pemenuhan hak-hak

korban setelah mereka berhasil diselamatkan atau keluar dari jaringan

15 Susiana, Sali, dan Trias Palupi Kurnianingrum. Perlindungan anak di Indonesia.

Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2009, him. 43.
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perdagangan orang. Ini meliputi penyediaan tempat penampungan sementara
yang aman, layanan medis yang komprehensif, konseling trauma oleh psikolog,
serta bantuan hukum untuk memastikan hak-hak mereka di pengadilan.16
Penegakan Hukum: Mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku dilakukan
melalui proses peradilan pidana yang adil, transparan, dan berpihak pada
korban, dengan memastikan bahwa pelaku menerima sanksi yang setimpal .1’
Peran Lembaga Terkait dalam Sistem Perlindungan

Keberhasilan perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan orang

sangat bergantung pada sinergi dan koordinasi berbagai lembaga.

a.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK): LPSK memainkan peran vital
dalam memberikan perlindungan fisik, psikologis, dan bantuan lain kepada
korban, termasuk kerahasiaan identitas, pendampingan selama proses hukum,
dan bantuan medis-psikologis.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI): KPAI berfungsi sebagai pengawas
dan advokat hak-hak anak, memastikan bahwa semua upaya perlindungan anak
korban perdagangan orang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.
Kementerian Sosial dan Dinas Sosial: Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab
atas penyediaan layanan rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, dan dukungan
bagi korban untuk kembali mandiri dalam masyarakat.

Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan: Aparat penegak hukum memiliki peran
integral dalam menyelidiki, menuntut, dan mengadili kasus perdagangan orang
dengan perspektif korban anak, memastikan proses hukum ramah anak dan
berorientasi pada pemulihan korban.

Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan

orang di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU

PTPPO). UU ini menegaskan bahwa perdagangan orang adalah bentuk modern dari

16 Asrorun, Ni'am Shole. Detik-detik perlindungan anak: Esai-esai tentang masalah

anak Indonesia. Pena Nusantara, Bandung, 2013, him. 52.

17 Laksana, Tim Redaksi.Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik

Indonesia UU Perlindungan Anak. Laksana, Jakarta, 2018, him. 56.
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perbudakan manusia dan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi
manusia, terutama ketika melibatkan anak-anak yang berada dalam posisi rentan.
Pasal 1 angka 1 UU PTPPO mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
penerimaan seseorang dengan cara-cara seperti ancaman kekerasan, penggunaan
kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,
penjeratan utang, atau memberikan bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi
atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Anak-anak, yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 UU PTPPO sebagai
individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan,
memiliki kerentanan khusus terhadap perdagangan orang. Eksploitasi terhadap
anak dapat berupa pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik
serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ
reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
organ dan/atau jaringan tubuh. Dalam hal anak menjadi korban, UU PTPPO
menegaskan bahwa unsur "cara" seperti ancaman atau kekerasan tidak perlu
dibuktikan; cukup dengan membuktikan adanya proses dan tujuan eksploitasi
untuk menetapkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

UU PTPPO juga mengatur sanksi pidana yang tegas bagi pelaku perdagangan
orang. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan
perdagangan orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan
paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp120.000.000 dan paling
banyak Rp600.000.000. Sanksi ini mencerminkan keseriusan negara dalam
memberantas kejahatan yang merusak martabat kemanusiaan ini.

Perlindungan hukum bagi anak korban perdagangan orang juga mencakup
hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 48 hingga Pasal 53 UU PTPPO. Hak-
hak tersebut meliputi hak untuk mendapatkan identitas yang dirahasiakan,
perlindungan fisik dan psikologis, bantuan medis, psikologis, dan sosial, serta
penghapusan biaya dalam proses hukum. Selain itu, korban berhak atas restitusi

dari pelaku dan kompensasi dari negara. Perlindungan ini diperkuat oleh peran
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Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memberikan perlindungan
dan bantuan kepada korban.

Mekanisme perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana
perdagangan orang di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan, yakni pencegahan,
perlindungan, pemulihan, dan penegakan hukum. Pada tahap pencegahan,
pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait melaksanakan sosialisasi, edukasi
masyarakat, serta peningkatan pengawasan terhadap jalur-jalur potensial
terjadinya perdagangan orang. Tahapan perlindungan dan pemulihan difokuskan
kepada pemenuhan hak-hak korban setelah mereka berhasil keluar dari jaringan
perdagangan orang, termasuk perlindungan fisik dan psikologis, bantuan hukum,
tempat penampungan sementara, layanan medis, konseling trauma, hingga
reintegrasi sosial.’® Sementara itu, mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku
tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui proses peradilan pidana yang
adil, transparan, dan berpihak pada korban.1?

Integrasi antara UU PTPPO dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap
anak korban perdagangan orang. Pasal 59A ayat (1) UU Perlindungan Anak
menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya
wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban jaringan
perdagangan orang. Integrasi ini mencerminkan pendekatan hukum yang bersifat
multisektoral dan melibatkan berbagai lembaga, termasuk Komisi Perlindungan
Anak Indonesia (KPAI), lembaga rehabilitasi, serta aparat penegak hukum, untuk
bersinergi dalam memastikan pemenuhan hak anak, termasuk dalam proses

penyidikan dan peradilan pidana.2°

18 Amri, Sri Rahayu. Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual: Perspektif Hukum,
Kesehatan, dan Pendidikan. PT. Penerbit Qriset Indonesia, Surabaya, 2025, him. 67.

19 Azhari, Arfah, Romi Asmara, dan Eny Dameria. "Perlindungan Hukum Terhadap
Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang
Perlindungan Anak." Jurnal limiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 5,
no. 2 (2022): 1-19. Diakses tanggal 21 Juni 2025. DOI:
https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6878

20 Sabila, Caesi Mutiara Datu, Muhammad Nasir, dan Eny Dameria. "Tugas Dan
Fungsi Dinas Sosial Dalam Melindungi Anak Terlantar Berkebutuhan Khusus Disabilitas
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Secara keseluruhan, UU PTPPO memberikan kerangka hukum yang
komprehensif untuk melindungi anak-anak dari tindak pidana perdagangan orang,
dengan menekankan pada pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan penegakan
hukum yang adil dan berpihak pada korban. Integrasi dengan UU Perlindungan
Anak dan kerja sama antar lembaga serta internasional memperkuat upaya ini,
memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan dilindungi secara menyeluruh.
3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Anak Dalam Putusan Nomor

1824/Pid.Sus/2023/Pn Mdn

Dalam Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn, perlindungan hukum
terhadap korban anak, Farisa Putri Br. Harahap, tidak termuat secara eksplisit atau
menyeluruh karena beberapa faktor yang saling berkaitan. Meskipun kerangka
hukum, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak, telah menyediakan dasar-dasar perlindungan yang
komprehensif,implementasinya dalam kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan.

Kasus ini menyoroti bahwa meskipun proses hukum berjalan dari
penyidikan hingga pemidanaan, tidak terlihat adanya upaya yang terkoordinasi
untuk memastikan bahwa korban anak mendapatkan hak-haknya secara khusus
dan menyeluruh. Perlindungan yang diberikan cenderung bersifat umum dan
administratif, bukan pendekatan yang berbasis kebutuhan anak korban tindak
pidana perdagangan orang. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 secara tegas menyatakan bahwa korban berhak atas rehabilitasi kesehatan
dan sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Demikian pula, Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan hak anak korban tindak pidana untuk
memperoleh bantuan hukum, perlindungan khusus, serta pemulihan fisik dan
psikis. Namun, putusan pengadilan tidak secara eksplisit merinci bentuk

perlindungan khusus apa yang telah diberikan kepada Farisa. Ini mengindikasikan

Mental Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial
(Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara)." Jurnal limiah Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Malikulssaleh 5 (2022): 21-30. Diakses tanggal 21 Juni 2025. DOI:
https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i1.5352.
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bahwa meskipun undang-undang telah mengatur hak-hak korban, penerapannya di
lapangan masih belum optimal, sehingga hak-hak pemulihan dan reintegrasi sosial
korban anak tidak tercantum secara eksplisit dalam putusan.

Aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan,
seharusnya memiliki peran terintegrasi dalam memastikan keadilan bagi korban
anak sekaligus memenuhi hak-hak mereka. Kepolisian wajib melakukan
penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan ramah anak. Kejaksaan sebagai
penuntut umum harus menyuarakan hak-hak korban di ruang persidangan,
termasuk memperjuangkan restitusi atau kompensasi. Pengadilan, dalam
menjatuhkan putusan, sepatutnya mempertimbangkan aspek perlindungan dan
pemulihan korban anak secara menyeluruh, tidak hanya fokus pada penghukuman
pelaku. Namun, dalam putusan ini, tidak ada catatan eksplisit mengenai upaya
proaktif dari aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa korban anak
mendapatkan akses ke layanan rehabilitasi fisik dan psikologis, serta reintegrasi
sosial. Ketiadaan hal ini menunjukkan lemahnya perspektif perlindungan anak
dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam implementasinya. Selain itu,
kurangnya koordinasi yang efektif antara aparat penegak hukum dengan lembaga
perlindungan anak, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), juga menjadi penyebab tidak
termuatnya perlindungan korban secara detail. Seharusnya, lembaga-lembaga ini
dilibatkan aktif sejak awal proses hukum untuk memberikan bantuan medis,
psikologis, dan perlindungan fisik bagi korban. Keterlibatan aktif LPSK dan KPAI
sejak tahap penyidikan akan sangat krusial dalam memastikan hak-hak korban
terpenuhi.

Kasus ini menjadi cerminan bahwa perlindungan anak korban tindak pidana
tidak cukup hanya diatur secara normatif, tetapi harus diimplementasikan secara
nyata dan konsisten. Meskipun terdakwa telah dijatuhi hukuman sesuai dengan
ketentuan undang-undang, perhatian terhadap hak-hak korban anak masih
membutuhkan perbaikan. Banyak korban anak yang masih menghadapi kesulitan

dalam mengakses perlindungan maksimal, meskipun ada ketentuan rehabilitasi dan

Jurnal llmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/



https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/

Jurnal llmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)
E-ISSN: 2798-8457
Volume 8, Nomor 3, Agustus 2025

reintegrasi sosial. Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn secara implisit
menunjukkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya memulihkan korban secara
utuh, melainkan lebih menekankan pada pemidanaan pelaku. Oleh karena itu, perlu
adanya evaluasi dan perbaikan dalam mekanisme perlindungan hukum bagi korban
anak, terutama dalam pemenuhan hak-hak mereka yang belum terpenuhi secara
maksimal, seperti pemberlakuan restitusi dan kompensasi secara tegas dan

penguatan Standard Operating Procedure (SOP) penanganan anak korban TPPO.

4. KESIMPULAN

Kerangka hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) yang
diintegrasikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak, telah menyediakan landasan yang komprehensif untuk
melindungi anak korban perdagangan orang, mulai dari definisi yang luas, sanksi
tegas bagi pelaku, hingga pengakuan hak-hak korban yang meliputi rehabilitasi dan
reintegrasi sosial. Namun, Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn secara
spesifik menunjukkan bahwa implementasi perlindungan tersebut masih
menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal ketiadaan catatan eksplisit
mengenai pemenuhan hak-hak khusus anak korban dalam putusan pengadilan serta
lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak.
Oleh karena itu, disarankan agar aparat penegak hukum secara proaktif
mengintegrasikan mekanisme perlindungan korban anak dalam setiap tahapan
proses peradilan, termasuk memastikan akses terhadap layanan rehabilitasi fisik
dan psikologis, serta memperjuangkan restitusi atau kompensasi secara tegas.
Selain itu, perlu adanya penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP)
penanganan anak korban TPPO yang berorientasi pada pemulihan korban, serta
meningkatkan sinergi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejak tahap penyidikan guna menjamin

hak-hak korban anak terpenuhi secara utuh dan bermartabat.
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